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2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat yang
sz‘:fatnya dipaksakan, tanpa memandang kaya atau miskin. Juran pajak yang
d;ipungut oleh pemerintah ini aken digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran Negaza.

Menurut Rochmat Soemitro, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara
bierdasarkan undang-undang {vang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa
timbal balik (konfraprestasi) yang langsung dspat ditunjukan dan yang digunakan
u;ntuk membayar pengeluaran umum’. Menurut Undang-undang No, 28 Pasal 1
’Tjahun 2007, « Pajak adalah keniribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh
0%‘&11g pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang
déengan tidak mendapat timbale balik secara langsung dan digunakan untuk
képerluan Negara untuk sebesar-besamnya kemakmuran rakyat”. Menurut N. L
Feldmann, Pajak adalah prestasi vang dipaksakan sepihak oleh dan terutang
k(i:pada penguasa (menpurut norma-norma vang ditetapkannya secara umum), tanpa
ac;ianya kontraprestasi. dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-

pengeluaran wmuri.

Menurut Mardiasmo (2003:1) dalam: buku Perpajakan vang menyitir
pendapat Rochmat Soemitro menyatakan bahwa : “Pajak adalah iuran rakyat

kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (vang dapat dipaksakan) dengan



tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat

ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran wnum™.

Sedangkan menurui S.I Djajadiningrai dalam buku Perpajakan Teori dan
Kasus yang ditulié oleh Siti Resmi (2007:1) renyatakan bahwa : “Pajak sebagai
suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yaqng
disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan
tertertu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan
pemerintah serte dapat dipaksakan, tetapi tidek ada jasa timbal balik dari negara

secara langsung ustuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Menurut Soeparman Soemahamidjaia dart disertasinya vang berjudul Pajak
Bercasarkan Azas Gotong Rovong wvang dikutip dari Waluyo (2007:3)
menyatakan bahwa, “Pajak adalah iuran Wejib berupa vang atau barang yang
dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-nonna hokum, guna menutup biaya
produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan

umun'.

Drari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalal uran kepada
kas Negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat jasa
kontraprestasi yang langsung dapai ditunjukan dan digunakan unituk membayar

pengeluaran umura Negara.

2.2 Fungsi Pajak
Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat

untuk menentukan politik perekonomian. pajek merniliki kegunaan dan manfaat



pokox dalam meningkatkan kesejahteraan umum suatu Negara tidak akan

mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena

itu berdasarkan pengertian-pengertian pajak yang telah dijelaskan diatas, terlihat

adanva dua fungsi pajak seperti yang ditulis oleh Siti Resmi dalam buku

Perpajakan Teori dan Kasus (2007:3) yaitu:
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Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan hegara)
Pajak mempunyai fungsi Budgetair, artinya pajak merupakan salah satu
sumber penerimaan untuk membiaval pengeluaran balk rutin maupun

pembangunan.

Fungsi Regulered (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagar alat ukur
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial

dan ekonomi serta mencapal Wjuan-tujuan tertentu diluar bidang

keuangan.

2.3 Azas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7) terdapat 3 azas pemungutan pajak yaifu : asas

domisili (azas tempat tinggal), asas kebangsaan dan asas sumber. Adapun

pengertian dari k=tiga asas tersebut adalah sebagai bertkut:

2.3.1 Asas Tempat Tinggal
Negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib

Pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisilinya. Negara dimana Wajib



Pajak bertempat tinggal, Negara itulah vang berhak mengenakan pajak atas

segala penghasilan yang diperoleh.

2.3.2 Asas Kebangsaan

Asas yang menganut cara pemunguian pajak vang dihubungkan dengan
kebangsaan suatu Negara, berarti dimanapun seseorang berada dapat ditunjuk
sebagai wajib pajak, baik dalam maupun luar negeri. Asas ini diberlakukan
kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk
membayar pajak. Untulk menghindari seseorang dikenakan pajak pada

beberapa Negara yaitu tax treaty (penghindaran pajak berganda).

-

2.3.3  Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang
bersumber pada suatu Negara vang memungut pajak. Dengan demikian Wajib
Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan

pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

Asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar,
sebagai tumpuan untuk menjelaskan  sesuvatu  permasalahan.  Suatu
pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan

ukuran untuk menentukan adil tidaknyva suatu pemungutan pajak.
Menurut W.J Langen asas pemungutan paialk adalah sebagai berikut :

Asas daya pikul, besar kecilnya pajak vang dipungut harus berdasarkan besar
kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin

tinggi pajak yang dibebankarn.



Asas manfaat, pajak yang dipungui cleh Negara harus digunakan untuk
kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan umum.

Asas kesejahteraan. pajek vang dipungui oleh Negara digunakan untuk
meningkatkarn kesejahteraan rakyat.

Asas keamanan dalam kondisi yvang sama antara wajib pajak yang satu
dengan lainnva harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan
sama).

Asas beban sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya
(serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga

tidak memberatkan para wajib pajak.

Menurut Adolf Vagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut

a.

Asas politik financial, pajak yang dipungut Negara jumlahnya memadat
sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan Negara.

Asas ekonomi, penentuan objek pajak harus tepat. Misalnya pajak
pendapatan, pajak untuk barang mewah.

Asas keadilan, yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa
diskriminasi untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

Asas administrasi. menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan,
dimana harus membavyar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara
membayamya) dan besarnya biava pajak.

Asas ym‘idizé segala punguian pajak harus berdasarkan undang-undang.
Pada dasarnya sisitem perpajakan suatu Negara merupakan refleksi dan

kehidupan s':;cia], ekonomi dan kebijakan public (public policy)} vang telah



ditetapkan yang pada umumnya dalam bentuk perundang-undangan yang

menentukar. course og action yang harus dileksanakan yang tercermin

dalam berbzzai keputusan vang diterbitkan oleh instansi vang bersangkutan.

2.4 Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang

tegas baik untuk Negara selaku pemungut pajak (fiscus) maupun kepada

rakyat selaku wajib pajak. Dalam UUD 1945 Pasal 23 A menyebutkan

“Pajak dan pungutan lain yeng bersifat memaksa untuk keperluan Negara

diatur dengan Undang-Undang”. Dengan demikian uniuk menyusun

Undang-uncang diperlukan syarat-syarat, menurut Mardiasmo (2006:2)

sebagai berikut :

2.4.1

Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), asas i menyatakan
bahwa pajak harus sesuai dengan tujuan hokum, vekni mencapai
keadilen, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil
dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara
umum dann merata, serta disesuaikan cengan kemampuan masing-
masirvg,. Sedangkan adil dalam pelakeanaanya yakni dengan
memberikan hak bagi wajib pajak urtuk mengajukan keberatan,
penuncaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada

Majeliss Pertimbangan Pajak.



242
2453
2.4.4
2.4.5

10

Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis),
asas ird menyatakan bahwa pajak di Indonesia diatur dalam UUD 1945
pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk
menyvatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.

Tidak mengganggu perekonomian  {syarat ekonomis) asas im
menyatakan bahwa pemungutan pajak tidak boleh mengganggu
kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak
menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

Pemurggutan pajak harus efisien (svarat finansiil), asas ini menyatakan
sesual dengan fungsi budgetair, biava pemungutan pajak harus dapat
ditekan sehingga lebih rendah dart hasil pemungutannya.

Sistem pemungutan pajak harus secerhana. asas int menyatakan bahwa
sistem pemungutan pajak vang sederhans akan memudahkan dan
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Svarat ini telah dipenuhi ofeh undang-undang perpajakan vang baru.

Dengan ditetapkannya pajak dalam beatuk Undang-Undang berarti pajak

bukan perampasan Hak/ kekavaan rakyvat, juga tidek dapat dikatakan sebagai

pembayaran sukarela karena pembentukan Undang-Undang dilakukan dengan

persetujuan rakyat, yakm dengan DPR (Legislaiif) tegasnya wakil-wakil

rakyat di DPR telah menyvetujuinva. Sebaliknya apabila sebuah rancangan

Undang-undang dibidang pajak tidak disetujui oleh Dewan, ketentuan

tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum pemungutan pajak. Kini
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Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan sepuluh

Undang-undang Pajak dengan segala perubahannya, yaitu

i\.)

Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajukan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang No. 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Republik
Indonesia Neo. 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Mo. 6 tahun 1983 ientang Ketenman Umum dan Tata Cara
Perpajakarn.

Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang No. 10 Tahun [994 dan Undang-Undang Republik
Indonesia No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. § Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Wilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun
1994 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 tentang
Perubahan jéetiga atas Undang-Undang No. 8 ishun 1983 tentang Pajak
Pertumbuban Nilai Barang dan Jasa dan Pajek Penjualan atas Barang
Mewah.

Undzmg—U:qdang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1985 tentang PBB

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994.
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5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1985 tentang Bea
Materal.

6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daersh.

7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Undang-Undang Republik
Indonesia No. 19 tahun 2000 tentang Perubahar atas Undang-Undang No.
19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

8. Undang-Undang Republik Indonesia INo. 21 Tahun 1997 tentang Bea
Peroiechan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Undang-Undang Republik
Indonesia No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Republik ndonesia MNo. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan.

9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1[4 Tahun 2000 tentang
Pengadilar: Pajak sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia

No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajal.

2.5 Jenis Pungutan Indonesia
Jenis Pungutan pajak di Indonesia termasuk dalam Pajak Negara antara lain:

2.5.1 Pajak Penghasilan
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Pajak Periambahan MNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah.

Pajak Bumi dan Bangunan

Bea Materai

Bea Pzrolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Penerimaan Negara vang berasal dari Migas (Pajak dan Royalti)

2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pernungutan pajak melputi

2

1

6.1

Official Assessment Svsiem
Adalah system pemunguatan vang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

oleh wajib pajak.
Cirri-citi Official Assessment Svsican:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
fiskus

b. Wajib pajak bersifat final

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
fiskus

Self Assessment System

System pemungutan pajak vang memben wewenang kepada wajib

pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang.
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Cirri-ciri Self Assessment Svstem |

a.  Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada
wajib pajak sendiri.

b. Wajib pajak akif mulai dari menghitung, menyetor, dan
mielaporkan sendiri pajak vang terhutang,

¢.  Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

2.6.3  Withholding Svsiem
Adalah suatu system pemungutan pajak vang memberi wewenang
kepada pihak ketiga (bukan fiskus den bukan wajb pajak yang
bersargkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
wajib pajak. Cirri Withholding system vakni wewenang menentukan
besarrya pajak vang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan

wajib pajak.

2.7 Jenis - Jenis Pajak

Menurui Siti Resmi dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus Pajak dapat

diklasifikasikan sebagai bertkut :

2.7.1 Berdasarkan Golongannya
a. Pajak Langsung, merupakan pajak yang pembebanannya tidak
dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung

Wajib Pajak vang bersangkutan. Contohnya : Pajak Penghasilan



1)

3)
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(PPh). PPh dibayar atan ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang
memperoleh penghasilan tersebut.

b. Parak Tidak Langsung, adalah pajak vang pada akhirnya dapat
d-tebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
Pajak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau
perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi
penyerahan barang atau jasa. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai
(PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap
barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak
yang menjual barang tetapi dzpat dibebankan kepada konsumen
baik secara ekspiistt maupun unplicit (dimasukan dalam harga jual
barang atau jasa).

Untuk menentukan apalal sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak

tidak langsung dalam artdi ekonomis yaitu dengan cara melihat ketiga

unsur yang terdapat dalamn kewajiban pemenuhan perpajakannya.

K.etiga unsur tersebut terdirl atas:

Penanggung Jawab Pajek. adulah orang yang secara formal yuridis
diharuskan melunasi pajak

Penanggung Pajak, adalah orang vang menurut undang-undang harus
dibebalii pajak

Pemikul Pajek, adalah orang yarg menurut undang-undang harus

dibebant pajak
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Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya

disebut Pe’ak Langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau

terdapat pada lebih dari satu orang maka pajeknya disebut Pajak Tidak

Langsung.
2.7.2 Berdasarkan Sifatnya

Pajak dapat dikelompokan menjadi dua yaitu :

a.

Pajak Subjekiif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan
keadazn pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang
memerhat:kan keadaan subyeknya. Contohnya : Pajak Penghasilan
(PPh). Dalam PPh terdapat Subyek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi.
Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan
pribad: Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknva anak, dan
tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib  TPajak  tersebut
selanjuinya digunakan untuk menentukan besarnya Penghasilan Tidak
Kena 2ajak.

Pajak Objektif, adalah pajak pengenaannya memperhatikan objeknya
baik Derupa benda, keadpan, perbuatan atau peristwa yang
mengexibatkan  timbulnya  kewajiban membayar pajak, tanpa
memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun
tempa: tinggal. Contelnva : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB).
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Menurut Lembaga Pemungut

Pajak Negara (Pusat). adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah
pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada
amuminyva. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan
Nilai [PPN) dan Pajak atas Penjuaan Barang Mewah (PPnBM), Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB).

Pajak Daerah, Pajak yang dipungut oleh Pemerintalh Daerah Baik
Daerah Tingkat I Maupun Tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan
digunakan untuk memebiayai Rumah Tangga Daerah masing-masing.
Pajak Provinsi meliput Pajak Kendaraan Bermotor, Kendaraan Diatas

Air, Pajak Kendaraan Bahan Bakar Bermotor, Serta Pajak

Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
Pajak Kabupaten Kota meliputi Fajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak

Hiburan, Pajak Reldame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan

Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

2.8 Subjel/WajibPajak

Subjek paiak adalah pihak (orang atau badan) vang dikenakan kewajiban

pajak artinya, subjek pajak adelah orang yang telah memenuhi svarat objektif

untuk membeayar pajak. Secara umum setiap orang memiliki potensi untuk

menerima penghasilan. Diantara mereka vang menerima penghasilan karenya

fungsinva sebiagai selaku pemberi kerja atau sebagai pekerja, atau ada juga
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yvang menerima penghasilan dengan cara mengusahakan diri dengan
menciptakan lapangan kerja uniuk dirinya sendiri. Pengertian Subjek Pajak
berbeda dengan pengertian Wajib Pajak, hal ini terlihat dengan pemisahan
pemungutan kedua istilah pada undang-undang perpajakan Indonesia.
Pengertian Subjek Pajak diuraikan dalam Undang- Undang MNo.17 Tahun
2000 pada pasal 2 sedangkan Wajib Pajak didefinisikan pada pasal 1 Undang-

Undang No.16 tabun 2000,

Subjek Pajak dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.17 tahun 2000
menyatakan bahwa subjek pajak adalah orang pribadi, wansan yang belum
terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan dan bentuk

usaha tetap.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.17 takun 2000 disebutkan bahwa subjek
pajak terdiri ztas subjek pajek dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
Yang termasux dalam subjel: pajak dalair negeri adalah orang pribadi yang
bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 har
dalam jangka wakfu 12 bulan atau berada di Indonesia dalam suvatu tahun
pajak dan mempunyai niat untuk berterapat tinggal di Indonesia. Selain itu
badan vang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia serta warisan
yang belum dibagi sebagai saitu kesatuan, menggantikan yang berhak, juga

merupakan sunjek pajak dalam negeri.

Menurut Gunadi (2002) menvebutkan bahwa untuk menentukan status wajib

pajak menganat 3 kriteria yaiiu
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2.8.1 Pomisili (place of abode)

2.8.2 Presersi (Residence)

2.8.3  Niat (intention)

Dengan demi;;imz maka orang pribadi vang berkewarganegaraan apa saja
dapat menjac. Wajib Pajak dalam negen jika telah memenuhi salah satu
kriteria perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak

tertentu.

Objek Pajak

Objek pajak adalah penghasilan vaitu setiap tambahan kemampuan
ckonomis van j_g, diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal
dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konswmsi ata: untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan
dengan nama ﬂan dalam bentuk apapun termasuk :

2.9.1 Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterim%a atau diperoleh termasuk gaji, upali, tunjangan, honorarium,
ls‘;omisi,. bonus, gratifikasi, vang pensiun atau 1mbalan dalam bentuk
laimlyz; kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak
Penghasilan

2.9.2  Hadialy dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan

2.9.3 Laba usaha

2.9.4 Keuntungan karena penjualan atau karena pengalilian harta termasuk :



a.

h.
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Keuntungan karena pengalthan haria  kepada  perseroan,
persekutuan dan badan loinnya sebagai pengganti saham atau
penyertaan modal

Keontungan vang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan
lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu
ataq  anggota Keuntungan karena likuidasi, penggabungan,
peleburan, pemekaran, permecahan atau pengambil althan usaha
Keantungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau
suribangan, kecuali vang diberican kepada keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus atau satu derajat, dan badan keagamaan atau
‘:)&clzan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk
koperasi yang diterapkan oleh Menteri K.euangan, sepanjang tidak
ada hubungan dengan ussha, pekerjaan, kepemilikan atau
penguasaan antara pihak pithak yang bersangkutan.

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan
sehagal biaya

Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang

Divi&deu dengan nama dan dalam bentak apapun, termasuk dividen
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian
sisa hasil usaha koperasi

Royalti

. Sews dan penghasilan lzin sehubungan dengan penggunaan harta
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i, Penerimaan atau perclehan pembayaran berkala

j. Kemtungan karena pembebasen hutang. kecuali sampai dengan
jumlah tertentu vang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah

k. Keantungan karena selisih kurs mata vang asing

I. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva Premi asuransi

m. luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya
tercliri dari Wajib Pajak vang menjalankan usaha atau pekerjaan
betas

n. Tambahan kekayaan neto vang berasal dan penghasilan

Pasal 4 ayat | Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga
Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan menyatakan
bahwa yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan
kemampuan e:i«:ommis vang diterima atac diperoleh wajib pajak. baik yang
berasal dari Indenesia maupun dari luer Indonesia, yang dapat dipakai
sebagai kons‘l_msi atau uniuk menambabkan kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dalam Undang-undang
No. 17 tahoa 2000 pasal 4 ayat 1 disebutkan ada empat kelompok
penghasilan yaitu

1. Penghasi an dari pekerjaan dala hubungan kerja dan pekerjaan bebas.

b2

Penghasi’an dari usaha dan kegiatan.

Penghasi’an dart modal, vang berupa harta bergerak dan harta tidak

T}

berserak. .
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4. Penghasilan lain lian seperti pembebasan hutang, hadiah dan lain
sebagainva.

Jenis penghasilar: bagi orang pribadi selain laba usaba untuk orang pribadi

yang melakixan kegiatan uszha atau pekerjaan bebas menurut Undang-

undang No.17 tahun 2000 pasal 4 ayat 1 diantaranya yaitu:

1. Penggant-an imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa.

3%

Hadiah dari undian atau pekerjaan aiau kegiatan dan penghargaan.

3. Keuntungan karena pengalihan harte, termasuk karepa hibah, bantuan
atau sumbangan (kecuali yvang diberikan kepada keluarga sedarah dalam
segaris keturunan lurus satu derajat).

4. Bunga, deviden (termasuk dari perusahaan asuransi), sewa dan royalti.

Penerimean dan pembavaran berkala.

[Jl

6. Tambahan kekavaan ncto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak.

Dagsar pengenaan pajak (wex base eteu taxable) menurut pasal 6 ayat 1
Undang-undang No.17 tahun 2000 penghasilan kena pajak (PKP) vyaitu
jumiah seluruh penghasilan vang diterima atau diperoleh Wajib Pajak setelah
diterapkan beberapa pengurangan vang dikenakan oleh Undang-undang.

Untuk membedakan pengenaan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi
badan adalah adanya penghasitan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau Personal
Exemption vaitu peagurangan penghasilan yang berkaitan dengan keadaan
pribadi wajib pajak (keluarga san tanggungannya) dan merupakan biaya

hidup minimal vang diperlubkan untuk din Wajib Pajak dan anggota
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keluraga vangz menjadi tanggungannya. Dengan adanya PTKP maka dapat
terlibat bahwa pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan
pajak subjekt:f personal. Ketentuan tentang PTKP diatur dalam pasal 7 ayat 1

Undang-undang No.17 tahun 2000,

2.10 Konsep Penghasilan

Berdasarkan literatur vang ada terdapat banyak definisi penghasilan.
Penghasilaa (income) dalam pengertiun akuntansi sebagai peningkatan
manfaat exonomi selama suatu periode akuntansi dalam  bentuk
pemasukan . ataw penambazhan aset atauw penurunan kewajiban yang
mengakibatkan kenaikan ekuitas, vang tidak berasal dari kontribusi
penanaman modal (PSAK Nomor 23, bukn Standar Akuntansi Keuangan
(SAK) Per 1 September 2012). Penghastlan meliputt pendapatan {revenue)
dan keuntungan (gains}. Menurut Gunadi (2002) defenisi penghasilan
dalam perpajakan terbagi dalam dua pendekatan, vaitu pendekatan sumber
(sourch concept of income) bahwa penghasilan secara aluntansi komersial
yang tidak  tersebut dalam keteptuan perpajakan bukanlah merupakan
penghasiian vang tidak kena pajak {menurut pajak), sedangkan, secara
ekonomis l%éonsep sumber menghendaki adanya kontinuitas aliran dari
penghasilan itu dart suatu titik origin {sumber), dan pendekatan tambahan
{accretion concept of income) bahwa penghasilan memiliki arti luas yang
meliputi unsur pertambahan kekavaan dan pengeluaran konsumsi tanpa

melihat adanya sumber dan kontinuitas aliran kemampuan ekonomi.
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2.10.1 Deflinisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subyek
Pajak atas penghasilan vang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun
pajak” (S;‘ﬁ Resmi,2003:74). Pajak Penghasilan adalah pajak yang
dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau
diperolehnya dalam Tahun Pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk
penghasilar.  dalam bagian Tahun Pajak, apabila kewajiban pajak
subjektifinya dimulai atau berakhir dalam Tahun Pajak (Erly Suandy,
2006:81). Pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak
memperhatikan adanya penghasilan darl sumber tertentu, tetapi pada
adanya tembahan kemampuan gkomomis. Tambahan Lkemampuan
ckonomis yang diterima atau diperbolehkan wajib pajak merupakan
ukuran yang terbaik mengenai kemampuan wajib pajak untuk ikut
bersama mamikul biava vang diperiuhkan pemerintah untuk kegiatan rutin
pembangunan.

Dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak,
penghasilan dapat dikelompokkan menjadi: penghasilan dari pekerjaan
dalam hubungan kerja dan penghasilan dari pekerjaan bebas, penghasilan
dari kegiatzn usaha, penghasilan dari modal baik berupa harta bergerak
maupun herta tidak bergerak, penghasilan lain lain seperti pembebasan
hutang, hediah dan lain lain, Berdasarkan pengertian diatas, maka

disimpulkan bahwa pada hakekatnya wajib pajak dikepakan



pajakpenghasilan dari segala jenis penghasilan baik yang dierima maupun
yang diperoleh wajib pajak.
Menurut golongannya pajak penghasilan termasuk pajak langsung yaitu,
pajak vang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat
dibebankar atau dipindahkan kepada orang lain. Sedangkan berdasarkan
sifatnya, pajak penghasilan termasuk dalam pajak subyektif yaitu pajak
yang berpangkal atan berdasmkan pada subyeknya, dalam arti
memperhatikan keadaan wajib pajak. Pajak penghasilan menganut sistem
pemungutan seif assessnienisvsiem.
Penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak, dilihat
dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomi kepada wajib pajak,
dapat dikelompokkan menjadi :
1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan

bebas sepertl gaji. honerarium, penghasilan dar praktek dokter,

notaris, akuntan, pengacara dan scbagainya;

2. Penghasilan dar luar usaha dan kegiatan;
3. Penghasilan dari modal, vang berupa harta bergerak atau harta tidak

bergerak seperti bunga, deviden, rovalty, sewa, keuntungan penjualan
harta azau hak yang tidak digunakan untuk vsaha dan sebagainya;
4, Penghesilan lain lain seperd pembebasan utang, hadiah, dan

sebagainva;
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2,10.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subwyek PPH adalah orang pritadi ; warisan yang belum terbagi

L

sebagai sata kesatuan, menggantika yang berhak: badan: dan bentuk usaha

tetap (BUT). Menurut Undang Undang no. 36 tahun 2003 tentang pajak

penghasilan, subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

a.

Orang oribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi

yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang

dalam suama tahun berada di Indomesia dan mempunvai niat untuk

bertempat tinggal di Indonesia:

Warisen yang belum terbagi yveitu warisan dari seseorang yang sudah

meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka

pendapatan itu dikenakan pajak.

Badan vang didirikan atau bertemgpat kedudukan di Indonesia kecuali

unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria

pemberﬁ&ukan‘nya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

1) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

2}  Fenerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat

atau Pemerintah Dacrah; dan

L
—

Fambukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional

regara;
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Bentuk Usaha Tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang

pribadi vang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di

indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 {Dua belas)

bulan, atau badan vang tidak didirikan dan Dberkedudukan di

Indonesia, vang melakukan kegiatan di Indonesia.

Sedangkan Subjek Pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu:

2.10.2.1  Subjek Pajak Idalam Negeri

1§

1

4)

5)

Oreng pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang
pribadi vang berada di Indonesia lebih dari 183 (scratus delapan
pul:h tiga) hari dalam jangka wakiv 12 (dua belas) bulan, atau
orang pribadi yang dalam suatu tahun berada di indonesia dan
mempuayal niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

Badan yang didiriken atau bertempat kedudukan di Indonesia
kecuali unit tertentu dari badan pernerintah yang mamanuhi kriteria
pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
Pen-biayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dae::ﬁ:ah;

penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah;

pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional

negara,
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6) Werisan vang belum terbagi vaifu warisan dari seseorang yang
sucah meninggal dan belum dibagi tetapimenghasilkan
perdapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.

Subjek Pajak Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh baik di Indonesia maupun dari
Luar Negeri.

2.10.2.2 Subjek Pajak Luar Negeri
Yang diriaksud dengan Subjek Pajak Luar Negeri, adalal:

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh
tige:) harl dalam jangka wakiu 12 (dua belas) bulan, dan badan
verg tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia
yang menjalankan vsaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk
Usaha Tetap di Indonesia;

geri hanya dikenakan Pajak Penghasilan atas

b. Subjek; Pajak Luar Neg
Perghasilan yvang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun

tanpa melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia (asas sumber).

2.10.3 Objek Pajak Penghasilan
Objek Pajak Penghasilan adaleh penghasilan yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis vang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP),

baik vang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat



dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang

bersangkutan dan dalam bentuk apapun termasuk:

a.

h.

Penggantian atau imbalan vang berkenaan dengan pekerjaan jasa yang
dapat diterima atau diperoleh termasuk gaji. upah, funjangan,
Lonorarium,gaji, bonus. gratifikasi, uang pensiun atau imbalan
perbentuk lainnva kecuali ditentuken lain dalam Undang-Undang
Pajak Penghasilan;

Hadial dari undian atau pekerjaan stau kegiatan dan penghargaan,
[.aba usaha;

Keuntungan karena penjualaln atau karena pengalihan harta
Peneritnaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai
biaya;

Bunga termasuk premium, diskonto dan pengembalian karena jamimnan
pengerabalian utang;

Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa
hasil usaha koperasi;

geunaan hak;

Lo

Royalt::atau imbalan atas pen
Sewa can penghasilan lain schubungan dengan penggunaan harta:
Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah

tertentu vang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,
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2.10.4 Wajib Pajak Pribadi

Wajib pajak adalah oreng pribadi, meliputi pembayar pajak, pemotong

pajak, dan pemungut pajak. vang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan  sesuai  dengan ketentvan peraturan  perundang-undangan

perpajakan Sesuai dengan sistem self assessment, Wajib Pajak mempunyai

kewajiban untuk mendaftarkan dirl, melakukan sendiri penghitungan

pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya.

Wajib Pajak mempunyai kewajiban uatuk mendaftarkan dim untuk

mendapatkzn Nomor Pokok Wajib Pajak (MPHFP). Wajib Pajak Orang

Pribadi vanz wajib mendafiarkan diri untuk memperoleh NPWF adalah :

a.

b.

Orang Pribadi vang menjaiakan usaha atau pekerjaan bebas;

Orang Pribadi yang tidak memnjalankan usaha atau pekerjaan bebas,
yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKF) wajib mendaftarkan din paling lambat pada akhir bulan
berikutnya;

Wanite. kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup
terpisai: berdasarkan keputusan hakim: atau dikehendaks secara tertulis
berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta;

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai
tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib
mendaftarkan diri ke KPP vang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggalnva, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah

kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan. Untuk
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mempsroleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada
Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib
pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan
persyaratan administrasi. Selain mendatangi Kantor Pelayanan Pajak,
Wajib Pajak Orang Pribadi dapat pula mendaitarkan dir secara online
melalui e-registration  di  website  Direktorat  Jenderal Pajak
www.pajak.go.id. Selain mendapatkan NPWP, Wajib Pajak dapat
dikukvhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepadanya

akan diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

2.51(}.5 Wajib Pajak Badan

Meaurut Undang-Undang  Perpajakan 2008, Badan adalah
sekumnpular orang dan‘atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun vang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik negara atau badan usaba milik daerah dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, vayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi .ainnya, lembaga, dan bentuk badan !ainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek
pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknyva sehingga setiap unit

tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya
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yang dimiliki oleh Pemerntah Pusat dan Pemerintah Daerah yang
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh
penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan
termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-
pihak yang mempunyat kepeatingan vang sama.
2.10.5.1 Pengertian Bentuk Usaha Tetap
Suatu bentuk usaha tetap (BUT) mengandung pengertian adanya
suatu tempat usaha (place of business) vaitu fasilitas yang dapat berupa
tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan
komputer - ateu agen elektromik ataa peralaian otomatis (automated
equipment) vang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara
rransaksi 2lekoronik untuk menjalankan aktivitas usaha melahui internet.
Teripat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk
menjalanken usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal atau badan vang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia. Pengertian bentuk usaha tetap menecakup pula
orang pribadi atau badan selaku agen vang kedudukannya tidak bebas
vang bert:irdak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak
bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang
pribadi varg tidak bertempat tinggal atau badan vang tidak didirikan dan
tidak bertempat kedudukan di indonesia tidak dapat dianggap mempunyai
bentuk usaha tetap di Indeonesia apabila orang pribadi atau badan dalam

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan
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agen, brcker atau perantara yang mempunyat kedudukan bebas, asalkan
agen atau perantara tersebut dalamn kenyataannya bertindak sepenuhnya
dalam rangxa menjalankan perusahaannya sendir.
Perusahaas asuransi vang didirikan dan bertempat kedudukan di luar
Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila
perusahaan'asuransi terscbut menerima pembayaran premi asuransi atau
menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai. perwakilan atau
agennya di Indonesia. Menanggung risike di Indonesia tidak berarti bahwa
peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang
perlu diperhatikan adalab bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal,
berada, atan: bertempat kedudukan di Indonesia.
2.10.5.2 Subjek Pajak Penghasilan Wajib Pajak (WP) Badan
Yang mexadi subjek pajak Badan adalah sebagal berikut: badan yang
didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali umt tertentu dari
badan pemerintah yang memenuli kriteria:
a. pémbentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. pembiayvaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belamja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
¢.  penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah; dan
d. pembukuannya diperiksa cleh aparal pengawasan fungsional

negara



34

Bertuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi

yang berzda di Indonesia tidak lebily dari 183 (seratus delapan puluh tiga)

hari dalam jengka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan vang tidak

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan

usaha atar: melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

a.

b.

4]

el

h.

k.

1.

I..

tempzt kedudukan manajemen;

cabang perusahaan:

kan-or perwakilan;

gedung kantor;

pabrik:

benglkel

gudang;

rs.mngz_untuk promosi den penjualan;

pertambangan dan penggalian sumber alam;

wilayah kerja pertambangan minvak dan gas bumi;

perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan;
proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atan orang lain,
sepen;ang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan;

orang atau badan vang bertindak selaku agen yang kedudukannya

tidalk bebas:
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agen atau pegawal dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi
asuransi atan menanggung risiko di Indonesia; dan

komputer, agen elelironik, atan peralatan otomatis yang dimiliky,
disewa, atau digunakan oleb penyelenggara transaksi elektronik

untuk: menjalankan kegiatan usaha melalu internet.

2.11 Pajak Penghasilap Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas

- penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negert (orang

_ pribadi mauptn badan), dan bentuk usaha tetap vang berasal dari modal,

- peayerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong

. PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 iw dibayarkan atau terutang oleh badan

pemerintah atau Sibjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk

. usaha tetap ata= perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

: Pemotong dan Objek Pajak PPh Pasal 23 vaitu ¢

I. P

I

emotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan

penghasilan, vaitu terdiri atas

a.

b.

RBadan pemerintah

Subjek Pajak Badan dalam negeri
Peavelenggara kegiatan

Bentuk Usaha Tetap

Perwalkilan perusahaan di luar negert lainnya
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f.  Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu yang
dirunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong
PPh Pasal 23

2. Objek pemotongan PPL Pasal 23 Penghasilan yang dipotong PPh

Pasal Z3 yaitu ;

a. Dividen

b. Bunga termasuk premiumi. diskonto, dan imbalan sehubungan

dengan jaminan pengembalian wang.

¢. Hadiah, penghargaan. bonus dan sejenisnya selain yang telah
dipotong Pajak Penghasilan vaitu penghasilan yang diterima atau
diperoieh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi vang berasal
dari penyelenggara kegiatan schubungan dengan pelaksanaan
suztu  kegiatan. Perbedaan venghasilan berupa hadiah dan
penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21 dengan yang dipotong
PP Pasal 23 adalah untuk PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya bias
Wzjib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak
dalam negeri badan, tetapr untuk PPh Pasal 21 Wajib Pajakaya
adzlah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 avat (1) huruf e UU PPh.

d.  Reyalu

e.  Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan

harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
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penggunaa harta yang telah dikenal Pajak Penghasilan
selj,:agaimana dimaksud dalam Pasal £ ayat (2) UU PPh.

f Imbalan schubungan dengan jasa texnik, jasa manajemen, jasa

konstruksi, jasa konsulian, dan jasa lain selain jasa yang telah
dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
UU PPh.
Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23,
beberapa jenis penghasilan vang tidak dikenakan pernotongan PPh
Pasal 22 (bukan Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 ayat
(43 UU No. 17 Tahun 2000, vaitu :

1. Penghasilan vang dibayvar atau tervtang kepada bank.

2. Sewa yang dibavarkan atau terutang sehubungan dengan sewa
guni usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba vyang diterima atau diperoleh

perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri. Sisa
hasil usaha koperasi vang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggotanya.
Tarti dan perhitungan PPh Pasal 23, pasal 23 avat (1) UU No. 36 Tahun
2008 menetapkan tarif sebagat berikui :
1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
a. Dividen
b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan

dengan jaminan pengembalian utang
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¢.  Royalty

d. Hadiah, penghargaan. bonus, dan sejenisnya selain yang telah
dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (1) huruf e.

Sebesar 2 % (dua persen) dari jumilah bruto atas:

a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
kecuali sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggumaan harta vang telah dikenai Pajak Penghasilan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik jasa manajemen, jasa
l{oﬁstmksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah
dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21

o8 %

Saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23:

Pajak penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya
pembayaran atau pada akhir terutangnya penghasilan  yang
bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang
bersang_kutzm adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong
pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.

Pajak penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak
sclambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan

saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
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3. Pemotong PPh P asal 23 diwajibkan  menyampaikan  Surat
Pemberitahuan Masa selambat-lambataya 20 hari setelah Masa Pajak
berakhir.

4. Pemotcng PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan
kepadz orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan

vang dipotong.

2.12 Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi menurui Hongren dan Harison dalam Akuntansi
(2007), adalah systemn informasi yang mengukur akiivitas bisnis,
memproses data menjadi laporan dan mengomunikasikan hasilnya kepada
para pengambil keputusan. Dalam definisi ini puta Hongren dan Harison
menyatakan bahwa akuntansi merepakan bahasa bisnis.

Pengertian akuntansi menurut American Institute of Certified Public
Accounting (AICPA) dalam Alwned Riahi Balkaoui mendefinisikan
akuntansi sebagai  berikut :  Akuntansi adalah semi pencatatan,
penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian vang bersifat
keuangan cengan cara vang berdaya guna dan dalam bentuk sathan uang
dan mengirterprestasikan hasil tersebut (Balkoui, 2003:37).

Dari definisi diatas dapat distmpulkan bahwa akuntansi mengandung
dua hal. Pertama, akuntansi memberikan jasa, maksudnya kita harus
memanfaatkan sumber-sumber vang ada {misalnva : sumber daya alam,

tenaga kerja, dan kekavaan keuangan} dengan bijaksana sehingga kita
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dapat memaksimaltkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, semakin

baik syster: akuntansi vang mengukur dan melaporkan biaya penggunaan

sumber dava tersebut. Kedua. akuntans: menyediakan informasi keuangan

yang bersifat kaantitatif vang digunakan dalam kaitannya dengan evaluasi

kualitatif dalamr. membuat perhitungan.

2.13 Prinsip-Prinsip Akuntansi yang berlaku Umum (GAAP)

Menurut Sukrisno Agoes {2013:100), Pengendalian laternal terdiri

dari lima komponen yang seling berkaitan, yaitu

1. Konsep Entitas Usaha
Menurut kensep entitas usaha, aktivitas usaha dicatat secara terpisah
dari axiivitas pihak-pihak vang berkepentingan. Konsep entitas usaha
penting  karena membatasi data ckonomi dalam system akuntansi
terhadan data vang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
b. Konsep Biaya

Penggunaan konsep biaya melibatkan dua konsep akuntansi penting
lainmya yaitu objektivitus dan unit pengukuran. Konsep objektivitas
mensyaratkan bahwa catatan dan laporan akuntansi harus didasarkan
pada bukti objekaf. Konsep umt pengukuran mensvaratkan data
ekonoi dicatat dalam satuan mata vang. Uang merupakan unit
pe,ngu}(ﬁran yang biasa digunakan untuk menghasilkan laporan dan

data keuangan yang seragam.
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2.14 Perlakuam Akuntansi
Perlakuan akuntansi vang dicatat oleh PT Provices Indonesia untuk
mengetahui hutang yang harus dibayarkan kepada tenant atau vendor
vaitu sebagai berikut. misalnya jasa pexerjaan dan jasa manajemen :
1. PD PAL Jaya melakukan jasa pembuangan limbah periode Maret 2015
kepada PT Provices Indonesia, maka PT Provices Indonesia mencatat

perlakuan akuntansinya sebagai berilcut:

PPr. Masukan Rp. XXX

Pembuangan Limbal Rp. XX

Biaya Materai Rp. XXX
Hutang Rp. XXX
PPh pasal 23 Rp. XXX

2. Cushman & Wakefield Indonesia melakukan jasa manajemen fee unit
Bakrie Tower periode April 2015 pada PT FProvices Indonesia, maka

perlakuan akuntansi yang dicatat yariu :

PPa Masukan Fp. XXX
Jasa Kornsultan Rp. XXX
Hutang Rp. XXX

PPh Pasal 23 Rp. XXX
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Diatas adaiah beberapa contoh pencatatan perlakuan akuntansi PPh Pasal

23 yang sesuai dengan standar akuntansi vang berlaku.

2.15 Kerangka Pikir
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir



